EADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

'i BAWASLU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 064 A/IKU.01.00/J1/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINS| JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jawa Timur,;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di dalam
Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Nomor 42 tahun 2002,

Memperhatikan : 1., Peraturan Pemerintah Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,
2. Surat Direktur Anggaran Ill Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-
128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker
Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
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3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, yang nama-
namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan  Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan  Umum
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum:

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum ini disampaikan kepada:

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I;

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur,
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan:

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I

Yang Bersangkutan;

Pertinggal.

O ;AN

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Januari 2021

>
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KEPUTUSAN KEPALA SEKRETA

PENUNJUKKAN DAN PENGANGK
DI LINGKUNGAN BADAN PENG

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaky
Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum
:064A/KU.01.00/J1/01/2021

Nomor

Tanggal : 14 Januari 2021

RIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG

ATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

AWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI JAWA TIMUR

KEDUDUKAN DALAM

NO NAMAMNIP PENGELOLAAN KEUANGAN
1 Henkky Agung Rachmudo, ST Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19790109 200604 1 011 Kabupaten Bangkalan
2 Sukorenangningsih, S. Sos Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19720525 200501 2 009 Kabupaten Banyuwangi
3 | Heru Setyawan, S.Pd,SE Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19700705 199303 1 011 Kabupaten Blitar
4 Yudhistira Ardhi Nugraha, S.STP.,M.M [ Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19830731 200112 1 003 Kabupaten Bojonegoro
5 Sri Utami, S.Sos, M. Si Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19790608 200212 2 007 Kabupaten Bondowoso
6 Lika Nurhayati, S.T. Pejabat Pembuat Komitmen Bawasiu
NIP. 19771202 201001 2 002 Kabupaten Gresik
7 Aang Purwanto, S. Sos Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19710201 199502 1 001 Kabupaten Jember
8 Purwanto, S.IP., M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19690521 199301 1 001 Kabupaten Jombang
9 Jarwi, S.Sos. Pejabat Pembuat Komitmen Bawasly
NIP. 19661003 199203 1 005 Kabupaten Kediri
10 M.Ro'is, S.H., M.Hum. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19710615 200312 1 007 Kabupaten Lamongan
11 AZ. Mashuri, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19690914 199403 1 008 Kabupaten Lumajang
12 Ambang Prastyo Utomo, S.STP., M.Si. | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19780510 199701 1 001 Kabupaten Madiun
13 Joko Susilo, S. Sos Pejabat Pembuat Komitmen Bawasly
NIP. 19650616 199007 1 003 Kabupaten Magetan
14 Rini Puji Astuti, S. Sos, MM Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19670822 198801 2 001 Kabupaten Malang
15 Drs. Awan Prihwantomo Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19651228 199203 1 011 Kabupaten Mojokerto
16 Supratikno, SE Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19710409 199403 1 001 Kabupaten Nganjuk
17 Peggy Yudo Subekti, S.STP., M.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawasiy
NIP. 19771126 199810 1 001 Kabupaten Ngawi
18 Sudaryono, S.E. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19630205 198503 1 020 Kabupaten Pacitan
19 Abdul Bari, SE Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19771024 200801 1 003 Kabupaten Pamekasan
20 |Alfan Wahyudi, S.E. Pejabat Pembuat Komitmen Bawasiy |
NIP. 19780906 200901 1 007 Kabupaten Pasuruan
21 Wakhid Purwanto, A.Md. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu

NIP. 19770728 200312 1 004

Kabupaten Ponorogo
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Alfan Wahyudi, S.E.

Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu

20| NIP. 19780906 200901 1 007 Kabupaten Pasuruan
21 Wakhid Purwanto, A.Md. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19770728 200312 1 004 Kabupaten Ponorogo
22 Yusuf Wibisono, S.Sos., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19640422 1993" 3 * 006 Kabupaten Probolinggo
23 Bambang Maryono.,S.H., M.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19770319 200212 1 004 Kabupaten Sampang
Moh. Nuh, S.Sos, M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
4 NIP. 19740611 200902 1 002 Kabupaten Sidoarjo
Miftah Farid J Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
25 | NIP. 19851007 201001 1 013 Kabupaten Situbondo
Juharlinah, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
26 | NIP. 19651008 200604 2 004 Kabupaten Sumenep
27 | Nanang Sumiarko, S.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19750603 200701 1 010 Kabupaten Trenggalek
8 Mudik Eka Setiabudi, SH Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 198504062005011002 Kabupaten Tuban
29 Sutaji, S.Sos. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19670128 199202 1 001 Kabupaten Tulungagung
30 Dwi Kusharianti, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19820208 200701 2 010 Kota Batu
31 Ihda Rohmawati, S.HI. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19820908 200901 2 009 Kota Blitar
22 Fenita Putri Cahyantari, S.STP., M.M. | Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
| NIP. 19871031 200602 2 001 Kota Kediri
33 "' Drs. Didik Trimarsono Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19670331 199312 1 001 Kota Madiun
34 Anditya Sentana Maulana, S.Si Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
| NIP. 19881028 201503 1 005 Kota Malang
35 Endarwati Sulistyorini, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19730220 199603 2 004 Kota Mojokerto
16 Didik Rubiharto, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
NIP. 19830623 201001 1 018 Kota Pasuruan
37 Budi Bachruddin Seti- wan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
' NIP. 19731005 200212 1 007 Kota Probolinggo
38 Indra Fajar Swasana, S. Sos Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu

NIP. 19770811 199803 1 006

Kota Surabaya
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KEPUTUSAN KEPALA SEK

PENUNJUKKAN DAN PENGANGK

BENDAHARA PENG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWA

Lampiran Surat Ke

Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Pen
Nomor

gawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
164 A/KU.01.00/J1/01/202 1

Tanggal : 14 Januari 2021

RETARIAT SELAKU K

UASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG

ATA

N PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
ELUARAN PEMBANTU
S PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI JAWA TIMUR

putusan Kepala Sekretariat selaky

NIP. 19811225 201001 1 004

KEDUDUKAN DALAM
NO NAMAINIP PENGELOLAAN KEUANGAN
1 Yulia Sari Bendahara Pengeluaran Pembantuy
NIP. 19810726 201407 2 003 Bawaslu Kabupaten Bangkalan
2 Miftah Fauzia Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19810924 201407 2 002 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
3 Edi Sutriono Bendahara Pengeluaran Pembantuy
NIP. 19821006 201001 1 011 Bawaslu Kabupaten Blitar
4 Dawam, S.E. Bendahara Pengeluaran Pembantuy
NIP. 19810707 201406 1 005 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
5 Heriyanto Bendahara Pengeluaran Pembanty
NIP. 198730825 200801 1 012 Bawaslu Kabupaten Bondowoso
6 Eko Arifuddin Bendahara Pengeluaran Pembanty
NIP. 19790325 200801 1 006 Bawaslu Kabupaten Gresik
7 Pramono Hadi Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19811208 200112 1 001 Bawaslu Kabupaten Jember
8 Waras Harianto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19750122 201001 1 003 Bawaslu Kabupaten Jombang
9 Hadi Kuswanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19730407 199602 1 001 Bawaslu Kabupaten Kediri
10 Ratna Utami Tahtimi, S.E. Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19730422 200312 2 004 Bawaslu Kabupaten Lamongan
11 Agustin Diana Fitri Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19790827 201406 2 005 Bawaslu Kabupaten Lumajang
Danar Irawan Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 | NIP. 19830422 201001 1 001 Bawaslu Kabupaten Madiun
Bambang Hari Wahyudi, S.Sos. Bendahara Pengeluaran Pembantuy
13 | NIP. 19780809 200501 1 005 Bawaslu Kabupaten Magetan
Nuryenny Bendahara Pengeluaran Pembantu
14 NIP. 19740212 200801 2 009 Bawaslu Kabupaten Malang
Agastya Yoga Rinaldhy, S. STP Bendahara Pengeluaran Pembantu
15 NIP. 19930523 201507 1 002 Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Sri Utami, S.Sos. Bendahara Pengeluaran Pembantu
16 | NIP. 19730424 199503 2 003 Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Roffiani Diyan Puspitasari, S.Sos. Bendahara Pengeluaran Pembantu
17 NIP. 19810517 201001 2 022 Bawaslu Kabupaten Ngawi
Imam Agus Santosa Bendahara Pengeluaran Pembantu
'8 | NIP. 19780814 201001 1 001 Bawaslu Kabupaten Pacitan
Raden Justiharini, S. Sos Bendahara Pengeluaran Pembantu
19 | NIP. 19720527 199301 2 004 Bawaslu Kabupaten Pamekasan
Gatot Hadi Purwanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
20 | NIP. 19791213 200903 1 006 Bawaslu Kabupaten Pasuruan
21 Agus Susanto Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bawaslu Kabupaten Ponorogo
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| Agus Susanto

Bendahara Pengeluaran Pembantu

< NIP. 19811225 201001 1 004 Bawaslu Kabupaten Ponorogo

22 Mochamad Sofiyan, S.E. Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19810523 200604 1 006 Bawaslu Kabupaten Probolinggo

23 Mohammad Abdurachmad Tullah, SE | Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 198412062011011004 Bawaslu Kabupaten Sampang

24 Sigit Arifiyanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19761004 200501 1 009 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

25 Eko Edy Waluyo Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19820429 2010. i 1+ 001 Bawaslu Kabupaten Situbondo

26 Akh. Dahlan Yuliyanto, SH Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19800707 200801 1 018 Bawaslu Kabupaten Sumenep

27 Sudarmanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19890222 201001 1 003 Bawaslu Kabupaten Trenggalek

28 Ragowo Zudhi Asmoro, A.Md. Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19880210 201504 4 001 Bawaslu Kabupaten Tuban

29 Marsini, S.Sos. Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19720822 199302 2 003 Bawaslu Kabupaten Tulungagung

30 Indah Kurniasih, S.H Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19830608 200701 2 002 Bawaslu Kota Batu

31 Rohman Ashari Bendahara Peng_eluaran Pembantu
NIP. 19760215 201001 1 001 Bawaslu Kota Blitar

32 Esti Puji Rahayuningsih Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19801108 201001 2 012 Bawaslu Kota Kediri

33 Pongki Arief Mulya Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19670430 199403 1 008 Bawaslu Kota Madiun

34 Nur Siswanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19710930 200801 1 007 Bawaslu Kota Malang

35 Susiyanto Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19670404 200112 1 006 Bawaslu Kota Mojokerto

36 Mujaddid Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19810315 200801 1 019 Bawaslu Kota Pasuruan

37 Dinaryani, S.Sos. Bendahara Pengeluaran Pembantu
NIP. 19780406 200112 2 003 Bawaslu Kota Probolinggo

38 Wenny Novi Astuti, S.H. Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP. 19711104 200701 2 011

Bawaslu Kota Surabaya
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